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Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi hal tersebut 
tidak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa, 
terdapat penurunan dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
       Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Tigaraksa. Sampel yang digunakan dari populasi tersebut adalah wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP 
Pratama Tigaraksa yang berada di Kecamatan Kelapa Dua. Jumlah sampel yang 
digunakan adalah sebanyak 101 orang. Metode pengumpulan data primer dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan 
perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan 
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil uji F adalah sebesar 27,625 dengan nilai signifikansi 0,000, maka Ha4 
diterima. Untuk hasil uji t pelayanan fiskus adalah sebesar -2,217 dengan nilai 
signifikansi 0,029, maka Ha1 diterima. Hasil uji t pengetahuan perpajakan sebesar 
8,215 dengan nilai signifikansi 0,000, maka Ha2 diterima. Hasil uji t sosialisasi 
perpajakan sebesar 1,869 dengan nilai signifikansi 0,065, maka Ha3 ditolak. 
Adjusted R2 yang diperoleh dari penelitian ini adalah 0,444. Hal ini menunjukkan 
bahwa 44,40% variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh 
variabel-variabel independen yang dipilih. Sedangkan 55,60% sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
Kata kunci: pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, 










The number of tax payers is increase for years. But, it does not follow by the 
increase of tax compliance. The objective of this research is to examine the impact 
of tax service authorities, knowledge of taxation, and socialization of taxation 
against individual taxpayers compliance conducting business. 
 
       The population of this research is individual taxpayers conducting business 
registered in Tax Office (KPP) Pratama Tigaraksa. The sample used from the 
population is individual taxpayers conducting business in Kecamatan Kelapa Dua 
and registered in Tax Office Pratama Tigaraksa. The samples are 101 
respondents. Primary data collection method used is using questionnaires. 
       The results indicate that tax service authorities and knowledge of taxation 
have simultaneously effect on individual taxpayers compliance. And socialization 
of taxation has no significant effect on individual taxpayers compliance. In 27,625 
for F test with a significance value of  0,000, then Ha4 accepted. As for the t test 
result for tax services is -2,217 with a significance value of 0,029, then Ha1 
accepted. The t test result for knowledge of taxation is 8,215 with a significance 
value of 0,000, then Ha2 accepted. The t test result for socialization of taxation is 
1,869 with a significance value of 0,065, then Ha3 rejected. Adjusted R2 obtained 
from this study is 0,444. This shows that 44,40% of the dependent variable in this 
study can be explained by the independent variables are selected. While 55,60% is 
explained by other variables outside of this study. 
 
Keywords: tax service authorities, knowledge of taxation, socialization of taxation 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 
berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan 
tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan 
pembangunan. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk 
melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan tersebut 
semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu 
sendiri. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan 
pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana berupa pajak. 
       Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling 
berkontribusi besar bagi pemasukan Negara. Negara menggunakan 
penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan dan 
pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar 
pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Hal ini tertuang dalam 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan negara dari 
sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besarnya pengeluaran 
pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan 
penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi 
pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem 
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perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan 
mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Berikut 
adalah data penerimaan pajak terhadap APBN dalam empat tahun terakhir: 
Tabel 1.1 
Penerimaan Perpajakan 2011-2014 










I. Penerimaan Perpajakan 
1. Pajak Dalam Negeri 
a. Pajak Penghasilan  
- PPh Migas  
- PPh Nonmigas 
b. Pajak Pertambahan Nilai  
c. Pajak Bumi dan Bangunan 
d. BPHTB  
e. Cukai 












































2. Pajak Perdagangan 
Internasional 
a. Bea Masuk 



















    sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
       Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak dari tahun 2011 hingga 2014 
terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp873,87 triliun pada 2011 hingga 
mencapai Rp1.280,39 pada 2014. Penerimaan pajak dalam negeri lebih besar 
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dibandingkan dengan penerimaan pajak perdagangan internasional. 
Penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri adalah pajak 
penghasilan, terutama pajak penghasilan yang bersumber dari nonmigas, yaitu 
sebesar Rp358,03 triliun pada tahun 2011 hingga mencapai Rp510,23 pada 
tahun 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak memberikan kontribusi 
yang sangat besar bagi penerimaan Negara. Data mengenai Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) merupakan pajak bumi dan bangunan terkait dengan Migas, 
sedangkan BPHTB sejak tahun 2011 hingga 2014 memiliki nilai nol karena 
sudah menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2011. 
       Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang 
karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan 
antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan 
terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang 
negara sebelumnya. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan 
perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga 
penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan 
kemampuan masyarakat. 
       Setiawan (2011) menyatakan bahwa berbagai upaya dilakukan Direktorat 
Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah melalui 
reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan 
diberlakukannya self assessment system. Mardiasmo (2009:56) dalam 
Winerungan (2013) menjelaskan bahwa berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak 
diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya 
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sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak 
memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis 
administrasinya. Agar pelaksanaanya dapat tertib dan sesuai dengan target 
yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur 
dalam UU Perpajakan yang berlaku. 
       Penerimaan pajak suatu negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib 
pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap 
atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban 
perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Siregar, 2012). Agar target 
pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 
       Dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada 
publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 
keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan 
perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan 
penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak 
mau membayar pajak dengan benar. 
       Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan 
adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, 
siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan 
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dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, 
dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. 
Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani 
wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi 
berbagai aturan. 
       Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan 
selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak 
yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan 
kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena 
jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya 
tidak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih 
patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan 
besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban 
perpajakannya. 
       Namun jika sistem administrasi otoritas perpajakan dari suatu negara 
lemah dalam artian tidak mampu mengawasi kepatuhan substansi pembayaran 
pajak dari wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak 
tersebut tidak patuh. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan 
wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak 
memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak 
yang dibayar sesuatu yang wajar karena Pemerintah telah menyediakan 
fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian. 
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       Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Supadmi (2009), salah 
satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan 
pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 
sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang 
perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai 
abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat 
meingkatkan kinerja pelayanan publik. 
       Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan 
negara dimana aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas 
pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan 
wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan 
cara pengingkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang 
perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu 
(TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan 
kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
       Perubahan sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System 
menjadi Self Assessment System mengharuskan wajib pajak memiliki 
pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diukur dari 
pemahaman wajib pajak atas ketentuan perundang-undangan perpajakan, 
pengisian formulir dengan lengkap dan jelas, perhitungan jumlah pajak yang 
terutang dengan benar, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang tepat 
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pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mampu 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
       Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap 
memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu 
Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan 
masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal 
akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu 
akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar 
pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk 
kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. 
       Sistem self assessment disatu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan 
wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya 
sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun disisi lain, kelemahan dari 
sistem ini adalah tidak semua wajib pajak paham dengan formulir yang harus 
mereka isi dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak akan peraturan-
peraturan yang berubah-ubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan sosial 
ekonomi Negara dan masyarakat. Peraturan-peraturan perpajakan ini bila tidak 
disosialisasikan dengan baik maka peraturan pajak tersebut, tidak akan dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan kelemahan 
dari sistem tersebut, maka diperlukan peran aktif dari pihak Ditjen Pajak untuk 
memberikan informasi, pengertian dan penyuluhan kepada wajib pajak dalam 
bentuk sosialisasi perpajakan. 
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       Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Ditjen Pajak guna 
mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah kegiatan 
penyuluhan pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, 
elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh Ditjen 
Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi  
Negara dan bukan hanya dapat menignkatnkan pengetahuan wajib pajak 
tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis 
penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang 
ditetapkan. 
       Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk, (2012) 
menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Semarang Tengah dengan variabel 
pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan memperoleh hasil bahwa 
terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
       Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk, (2012) yang 
secara khusus meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UKM di Semarang 
Tengah, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siregar (2012) 
dengan pengembangan sebagai berikut: 
1. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian 
sebelumnya variabel yang mempengaruhinya adalah pelayanan fiskus dan 
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pengetahuan perpajakan. Sedangkan dalam penelitian kali ini terdapat 
penambahan satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 
yaitu sosialisasi perpajakan yang mengacu pada penelitian Winerungan 
(2013). 
2. Objek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak UKM di Semarang 
Tengah. Pada penelitian ini objek penelitian adalah wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua 
Kabupaten Tangerang. 
3. Tahun penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan 
Siregar dilakukan pada tahun 2012, sedangkan dalam penelitian kali ini 
dilakukan pada tahun 2013. 
       Penelitian ini diangkat oleh penulis karena masih rendahnya 
kepatuhan wajib pajak, menurut data dari KPP Pratama Tigaraksa tingkat 
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kelapa Dua terus mengalami 
penurunan dari tahun 2011 hingga 2013. Meningkatnya jumlah wajib 
pajak tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berikut 
disajikan tabel yang menjelaskan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak 
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Tabel 1.2 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa  
Tahun 2011-2013 
Tahun 
Jumlah WP OP 
Terdaftar 
(a) 







(b/a x 100%) 
2011 25.263 5.156 20,41% 
2012 29.303 5.945 20,29% 
2013 33.028 5.993 18,15% 
Sumber: KPP Pratama Tigaraksa 
       Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang 
cukup signifikan antara jumlah wajib pajak orang pribadi kecamatan kelapa 
dua yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang membayar 
pajak di KPP Pratama Tigaraksa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 
Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi sebesar 
20,41%, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan 
pada tahun 2012 sebesar 20,29% dan pada tahun 2013 sebesar 18,15%. 
Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan, maka peneliti termotivasi 
untuk mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam 
bentuk penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, 
Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
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1.2 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, menguji tiga variabel independen, yaitu pelayanan 
fiskus, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Responden yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa, Jalan 
Permata Raya C1 No.100 Lippo Karawaci Tangerang, yang khususnya 
berada di kecamatan Kelapa Dua. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan pajak dan variabel 
bebas yang digunakan adalah wajib pajak tentang pelayanan fiskus, 
pengetahuan serta sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka 
dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi? 
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi? 
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi? 
4. Apakah pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
disimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak; 
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak; 
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai sosialisasi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak; 
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara pelayanan 
fiskus, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
1.3 Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 
manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat bagi Akademisi 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah 
wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, seperti: 
pelayanan fiskus, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan. Melalui 
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penelitian ini, pembaca dapat melihat besarnya pengaruh dan hubungan 
antar variabel. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 
berikutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama. 
2. Manfaat Bagi Praktisi 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta 
mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. 
Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
dalam melunasi kewajiban perpajakannya. 
3. Manfaat Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha di daerah Kecamatan Kelapa Dua, 
Kabupaten Tangerang. 
4. Manfaat Bagi Peneliti 
Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti 
terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. Peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
pelayanan fiskus, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kelapa Dua. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, masalah penelitian, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
dan sistematika penulisan 
BAB II : TINJAUAN LITERATUR 
Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan 
penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan 
hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, metode 
penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik 
pengumpulan data, dan metode analisis.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
pembahasan dari hasil analisis dan pembahasan. 
BAB V :  PENUTUP  
Berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan 
saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 





2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo 
(2013) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak adalah: 
1. Pajak dipungut bedasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah.  
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintahan daerah. 
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 
untuk membiayai public investment. 




Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2013) dapat dibagi menjadi: 
1. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) utnuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 
pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang harus dibayar. 
3. Withholding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
 
       Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah Self 




melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana Self Assessment System 
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Sistem ini juga mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dalam sistem ini 
mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak 
terutangnya. 
       Sesuai dengan Self Assessment System, maka Wajib Pajak juga 
mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Menurut pasal 1 ayat (6) UU KUP, NPWP adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
       Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan self 
assessment system oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan 
pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang 




       Keefektifan penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh kepatuhan 
wajib pajak (tax compliance). Menurut Siregar, dkk (2012) kepatuhan 
wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang 
wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan 
menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari 
pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung 
jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan 
pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
       Wajib pajak patuh dapat dilihat berdasarkan kriteria pada Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak; 
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 




4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  
 
2.1.2 Pelayanan Fiskus 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus 
adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara 
petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala 
keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak) 
(Jatmiko, 2006). 
       Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Pelayanan fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki 
keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) 
dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan 
perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Siregar 
dkk, 2012).  
       Kepuasan wajib pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh 
dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan 
sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas 




berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika ketentuan perpajakan 
dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan 
fiskus atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien (Siregar dkk, 2012). 
       Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan 
kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan 
kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan 
kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan 
aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) 
harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 
Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib 
pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan 
cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang 
perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan 
terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat 
memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Supadmi, 2009). 
       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk, (2012) 
memperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian 




berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ha1: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
 
2.1.3 Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, 
metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Pengingatan tentang 
sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan 
dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. 
Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu 
aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, 
semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Fidel, 
2004 dalam Ghoni, 2012). 
       Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep 
ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di 
Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan 
pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana 
pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya 
pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, 
Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga 
adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana 





2.1.3.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Menurut Waluyo (2013) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya 
diberikan satu NPWP yang berfungsi: 
1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 
dalam pengawasan adiministrasi perpajakan 
       Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah 
orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 
di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia. Sedangkan syarat objektif pajak untuk Wajib Pajak 
Orang Pribadi adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 24.300.000,00 per tahun 




2.1.3.2   Surat Pemberitahuan (SPT) 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
       Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 menyatakan Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar, 
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, 
dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
       Menurut Waluyo (2013) SPT digunakan untuk melaporkan 
dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 




2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan 
Objek Pajak; 
3. Harta dan kewajiban; dan/atau 
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan 
lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
       Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak 
wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan 
benar, lengkap, dan menandatanganinya. Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan 
lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan 
Kena Pajak. 
 
2.1.3.3  Pajak Penghasilan (PPh) 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan menyatakan pajak penghasilan 
dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Dalam Pasal 2 Undang-




orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
       Untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajak 
secara mandiri, wajib pajak orang pribadi harus mengetahui tarif 
pajak yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak yang ditetapkan 
atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi 
dalam negeri adalah sebagai berikut: 
          Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) 
5% 
(lima persen) 
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 
15% 
(lima belas persen) 
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
25% 
(dua puluh lima 
persen) 
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
30% 
(tiga puluh persen) 
Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tarif Pajak 
Penghasilan bersifat progresif mulai dari 5% untuk penghasilan 




tarif tertinggi sebesar 30% untuk penghasilan di atas 
Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah). 
 
2.1.3.4   Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39 dalam Setiawan, 2011). 
Menurut Burton (2012) sanksi perpajakan dikenakan kepada 
semua Wajib Pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan 
perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, pengenaan 
sanksi perpajakan terbagi dua, yaitu pertama, sanksi administrasi 
karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang 
bersifat administratif. Dan kedua, sanksi pidana karena wajib 
pajak melanggar ketentuan-ketentuan pidana. 
       Menurut Burton (2012) Wajib Pajak umumnya dikenakan 
sanksi administrasi karena melanggar hal-hal seperti tidak atau 
terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
maupun SPT Masa. Selain itu, Wajib Pajak terlambat membayar 
besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang 




Pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana pajak. 
       Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan 
perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Informasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan 
berpengaruh terhadap kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. 
Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka akan 
membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan. Namun, 
dengan banyaknya pemberitaan negatif yang diperoleh dari media 
dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepatuhan wajib pajak. Pada 
akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan 
mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Siregar, 2012). 
       Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) memperoleh hasil 
terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 
pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam bidang perpajakan 
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam membayar 
pajak. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ha2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 






2.1.4    Sosialisasi Perpajakan 
Menurut Mustofa (2007) dalam Restiani (2011:17) sosialisasi adalah 
suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita 
belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, 
merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal 
yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social yang 
efektif. 
       Sedangkan menurut Basmalah (2007) juga disebutkan dalam 
Restiani (2011:17), sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana 
orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang 
diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang 
tersebut sebagai orang louar menjadi organisasi yang efektif. 
       Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk 
memberikan pengertian, informasi dan pembinan kepada masyarakat 
pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-
undangan. 
2.1.4.1 Strategi Sosialisasi Perpajakan 
1. Publikasi (Publication) 
Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui 




majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun 
televisi. 
2. Kegiatan (Event) 
Institusi pajak dapat melibatkan diri pada 
penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang 
dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran 
masyarakat akan perpajakan pada momen-momen 
tertentu. 
Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan 
lain sebagainya. 
3. Pemberitaan (News) 
Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus 
yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga 
menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat 
disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima 
informasi tentang pajak. 
4. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement) 
Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk 
mendekatakan institusi pajak dengan masyarakat, dimana 
iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat 
ketimuran untuk bersilahturahmi dengan tokoh-tokoh 




5. Pencantuman Identitas (Identity) 
Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada 
berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi. 
6. Pendekatan Pribadi (Lobbying) 
Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang 
dilakukan secara informal utnuk mencapai tujuan 
tertentu (Winerungan, 2013). 
2.1.4.2 Indikator Sosialisasi 
Menurut Winerungan (2013) indikator sosialisasi oleh Ditjen 
Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta 
memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan. 
1. Penyuluhan: 
Bentuk sosiaisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 
melalui berbagai media, baik media elektronik maupun 
media massa lainnya bahkan terkadang sampai 
mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat 
media massa lainnya bahkan terkadang sampai 
mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat 
(daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial 
pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang 






2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 
Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen 
Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah 
baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat 
khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki 
pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya 
sehingga diharapkan mampu memberi penjelalasn yang 
lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya. 
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 
Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara 
langsung oleh wajib pajak dari petugas yang 
bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan. 
4. Pemasangan billboard 
Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan 
atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah 
dilihat oleh masyarakat. Berisis pesan singkat, bias 
berupa pernyataan, kutipan pernyataan maupun slogan 
yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu 
menyampaikan tujuannya dengan baik. 
5. Web site Ditjen Pajak 
Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang 




mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, 
akurat, terjamin kebenarannya dan up to date. 
 
       Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) memperoleh 
hasil sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan bukti empiris tersebut, 
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
Ha3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
 
2.1.5 Pengaruh Secara Simultan Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan 
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi   
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar, dkk (2012) 
dengan variabel bebas pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan 
dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil terdapat 
pengaruh simultan dari pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai yang signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
       Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, maka 




Ha4: Pelayanan fiskus, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi.  
 
2.1.6   Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah 
mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh 
suatu ikatan dengan pemberi kerja. Kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh wajib pajak dalam bidang industri, pertanian, perdagangan, dan 
lainnya. 
       Pembukuan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun 
laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode 




       Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah: 
1. Wajib Pajak (WP) Badan; 
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 
Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah). 
       Yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur 
tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto 
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk 
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang 
bersifat final.  
 
2.2   Model Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat hubungan antar variabel penelitian yang 




perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan kerangka 
pemikiran yang telah dirumuskan, maka disajikan model penelitian 
sebagai berikut: 
 



















3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pelayanan Fiskus, 
Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Objek 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa yang berlokasi di Jl. 
Permata Raya C1. No. 100, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, 
khususnya di Kecamatan Kelapa Dua. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah causal study. 
Causal study adalah sebuah studi dimana peneliti ingin menggambarkan 
penyebab dari satu atau lebih masalah serta akibat yang ditimbulkan 
(Sekaran, 2010). Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan hubungan 
antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) untuk 
menguji hipotesa yang ada. 
 
3.3. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
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tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2009:60). Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu variabel 
dependen dan independen. 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). 
Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan kuesioner yang 
diambil dari kuesioner Winerungan (2013) dengan jumlah 5 (lima) 
pertanyaan meliputi: wajib pajak mengisi dengan benar, lengkap, dan 
jelas; wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar dan apa 
adanya; wajib pajak membayar tepat waktu; wajib pajak melaporkan 
SPT dengan benar dan tepat waktu; tidak pernah menerima surat 
teguran atau sanksi pajak dengan menggunakan teknik pengukuran 
skala likert. Skala likert merupakan suatu skala interval yang secara 
khusus menggunakan lima pengukuran dari sangat tidak setuju, tidak 
setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju (Sekaran, 2010).  
Berikut adalah pola dan skor yang digunakan: 
 STS  TS           KS          S       SS 
1 2 3 4 5 
 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju    
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KS : Kurang Setuju   
S  : Setuju     
SS  : Sangat Setuju 
   
2. Variabel Indepeden 
Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
(terikat). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, 
yaitu pelayanan fiskus (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan 
sosialisasi perpajakan (X3). Definisi operasional dari variabel 
independen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pelayanan Fiskus (X1) 
Pelayanan fiskus terkait dengan pemberian layanan dalam bidang 
perpajakan kepada wajib atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara  yang telah 
ditetapkan. Indikator dalam kuesioner penelitian ini merupakan 
replikasi dari kuesioner penelitian Winerungan (2013) dengan 
jumlah 6 (enam) pertanyaan yang meliputi: pelayanan yang 
diberikan fiskus cepat dan tepat; pelayanan diberikan dengan 
penuh tanggung jawab; pelayanan fiskus dilakukan dengan 
ramah, sopan dan dapat dipercaya; fiskus mengetahui dan 
memahami kebutuhan pelayanan; fiskus memahami kesulitan 
wajib pajak; sarana dan prasarana fiskus sudah baik. Variabel ini 
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akan diukur menggunakan skala interval dengan teknik 
pengukuran skala Likert dengan pola dan skor sebagai berikut: 
 STS  TS           KS          S       SS 
1 2 3 4 5 
 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   
TS : Tidak Setuju  
KS : Kurang Setuju   
S : Setuju    
SS : Sangat Setuju  
  
b. Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep 
ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku 
di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, 
perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai 
dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2009 
dalam Ghoni, 2012). Indikator dalam penelitian ini merupakan 
replikasi dari kuesioner penelitian Ghoni (2012) dengan jumlah 5 
(lima) pertanyaan yang meliputi: mengetahui fungsi pajak untuk 
pembiayaan negara; mengetahui membayar pajak merupakan 
kewajiban setiap warga negara; wajib pajak akan terkena sanksi 
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bila tidak membayar pajak; pajak yang dibayarkan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; wajib pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. 
Variabel ini akan diukur menggunakan skala interval dengan 
teknik pengukuran skala Likert dengan pola dan skor sebagai 
berikut: 
 STS  TS           KS          S       SS 
1 2 3 4 5 
 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   
TS : Tidak Setuju    
KS : Kurang Setuju   
S : Setuju    
SS : Sangat Setuju 
   
c. Sosialisasi Perpajakan 
Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk 
memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada 
masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan 
dan perundang-undangan. Pertanyaan dalam kuesioner penelitian 
ini diambil dari kuesioner Winerungan (2013) dengan jumlah 5 
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(lima) pertanyaan yang meliputi: sosialisasi pajak melalui media 
massa dan elektronik menyadarkan tentang pentingnya kepatuhan 
pajak; keterlibatan pemerintah dalam sosialisasi pajak membuat 
masyarakat semakin paham dan patuh terhadap pajak; informasi 
dari petugas pajak mudah dipahami; sosialisasi melalui 
pemasangan billboard menarik dan mudah dimengerti tujuannya; 
informasi dalam website Ditjen Pajak jelas, lengkap, akurat, dan 
terjamin kebenarannya. Variabel ini akan diukur menggunakan 
skala interval dengan teknik pengukuran skala Likert dengan  
pola dan skor sebagai berikut: 
 STS  TS           KS          S       SS 
1 2 3 4 5 
 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   
TS : Tidak Setuju    
KS : Kurang Setuju   
S : Setuju    
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti atas 
variabel-variabel untuk tujuan khusus penelitian (Sekaran, 2010). Data primer 
yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini yaitu, 
pelayanan fiskus (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sosialisasi perpajakan 
(X3), serta kepatuhan wajib pajak (Y). Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data primer adalah dengan menggunakan personally 
administered questionnaries dimana kuesioner yang disampaikan secara 
langsung kepada responden. Kuesioner tersebut akan digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan pengolahan data.  
 
3.5 Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2010). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini, 
dianggap mewakili keberadaan populasi penelitian ini. Sementara itu, 
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 
Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua. 
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       Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Non-
probability sampling adalah teknik pengambilan sampel bahwa seluruh 
elemen dalam populasi tidak memiliki peluang/kesempatan yang sama untuk 
dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik 
penentuan sampel sesuai kriteria peneliti (Sekaran, 2010).  
       Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan rumus berikut 
(Jatmiko, 2010): 
        n = N1+ N  (moe)! 
n    =   ukuran sampel 
N     =   ukuran populasi 
moe =   margin of error max, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih 
dapat ditoleransi (ditentukan 10%) 
       Berdasarkan data dari KPP Pratama Tigaraksa, hingga tahun 2013, 
tercatat sebanyak 296,328 wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tigaraksa. Dengan demikian, dapat dihitung jumlah sampel 
dengan margin of error 10% adalah: 
n = 33.0281+ 33.028  (0,1)! = 99,70 ≈ 100 
       Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 100 responden, yaitu WP Orang Pribadi di Kabupaten Tangerang, 
khususnya di Kecamatan Kelapa Dua. 
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3.6 Metode Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 
minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) 
(Ghozali, 2011). 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut. Validitas dihitung setiap butirnya dengan 
rumus Pearson Correlation dengan tingkat signifikansi maksimum 
sebesar 0,05. Apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka disimpulkan 
bahwa instrumen penelitian tersebut valid dan dapat digunakan dalam 
penelitian (Ghozali, 2011). Penghitungan validitas akan menggunakan 
program SPSS V20.0. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 
2011). Pengukuran reliabilitas menggunakan one shot atau 
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pengukuran sekali saja. Pengukuran ini dilakukan sekali kemudian 
hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 
antar jawaban. Reliabilitas ini diukur dengan uji statistik Cronbach 
Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam 
Ghozali, 2011). Perhitungan reliabilitas menggunakan program SPSS 
V 20.0. 
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 
statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua 
cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi secara normal atau 
tidak yaitu dengan uji grafik atau uji statistic (Ghozali, 2011). 
       Uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji statistik non-
parametrik, yaitu Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2011). Dasar 
pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S) adalah sebagai berikut: 
1) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar 
dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal 
2) Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil 
dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. 
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3. Uji Asumsi Klasik 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen (Ghozali, 2011). 
       Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 
oleh variabel independen lainnya. Nilai cut off yang dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolonoeritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 
atau sama dengan VIF  ≥ 10. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 
dan nilai VIF lebih besar dari 10, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi 
multikolonieritas (Ghozali, 2011). Analisis data menggunakan SPSS 
V 20.0. 
c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Untuk 
mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan 
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grafik Scatterplot yaitu melihat grafik plot antara ZPRED (variabel 
dependen) dengan residualnya SRESID (variabel independen). Dasar 
analisanya adalah sebagai berikut. 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heterokedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Analisis data menggunakan 
SPSS V 20.0. 
 
4. Uji Hipotesis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. 
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
Y =α0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  
Keterangan: 
Y  : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
X1  : Pelayanan Fiskus 
X2  : Pengetahuan Perpajakan 
X3  : Sosialisasi Perpajakan 
α0   : Parameter Konstanta 
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b1-b3  : Parameter Penduga 
e  : Error 
 
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.  
       Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 
model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 
meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Banyak peneliti yang 
mengajurkan untuk menggunkan nilai adjusted R2 pada saat 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Hal ini dikarenakan nilai 
adjusted R2 dapat turun naik apabila satu variabel independen 
ditambahkan ke dalam model.  
       Nilai adjusted R2 harus bernilai positif walaupun pada 
kenyataannya dapat bernilai negatif. Menurut Gujarati (2003) jika 
dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 
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adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika R2=1, maka 
adjusted R2= R2=1 sedangkan jika nilai R2=0, maka adjusted R2=(1-
k)/(n-k). Jika k>1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif (Ghozali, 
2011).  
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terkait. 
Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan kriteria 
pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011):  
1. Quick look: bila nilai F lebuh besar daripada 4, maka Ho dapat 
ditolak dengan derajat kepercayaan 0,05. Maka hipotesis 
alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel 
independen secara bersama-sama dan signifikan 
memepengaruhi variabel dependen. 
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 
menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F 
tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA.  
Dalam penelitian ini digunakan rumusan sebagai berikut:  
1. Jika nilai F-hitung > F-tabel, maka variabel X secara bersama-
sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. 
2. Jika nilai F-hitung < F-tabel, maka variabel X secara bersama-
sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. 
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c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
menerangkan variasi dependen. Cara menguji uji t adalah sebagai 
berikut (Ghozali, 2011):  
1. Quick look: bila degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 
dan derajat kepercayaan 0,05, maka Ho yang menyatakan bi=0 
dapat ditolak bila nitai t lebih besar dari 2 (dalam nilai 
absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, 
yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 
individual mempengaruhi variabel dependen.  
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut 
tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi 
dibandingkan nilai t tabel, maka kita menerima hipotesis 
alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 
secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
Dalam penelitian ini digunakan rumusan sebagai berikut:  
1. Jika probabilitas < 0.05 atau t-hitung > t-tabel, maka variabel 
X secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap 
variabel Y. 
2. Jika probabilitas > 0.05 atau t-hitung < t-tabel, maka variabel 
X secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel Y. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP 
Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua. Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tigaraksa dibentuk pada tanggal 9 Agustus 2007 berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-112/PJ./2007, sebagai unsur 
pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Banten. Kecamatan Kelapa Dua merupakan salah 
satu kecamatan dari 18 kecamatan yang termasuk dalam cakupan KPP 
Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. 
       Berikut merupakan informasi mengenai jumlah wajib pajak yang 
terdaftar dan data kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tigaraksa: 
Tabel 4.1 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Kepatuhan Wajib Pajak 
 2011 2012 2013 
Jumlah WP 
Terdaftar 
233,270 268,445 296,328 








5,156 5,945 5,993 
     Sumber: KPP Pratama Tigaraksa 
       Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2013 sebanyak 296,328 wajib pajak dan 
yang patuh melaporkan SPT hanya sebanyak 103,458 wajib pajak. Jika dilihat 
berdasarkan perhitungan ratio kepatuhan maka pada tahun 2013 hanya sekitar 
35% wajib pajak yang patuh dalam pelaporan SPT dan sisanya sekitar 65% 
masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, tingkat kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Tigaraksa tergolong masih cukup rendah. 
       Objek penelitian diteliti dan diukur dengan melakukan penyebaran 
kuesioner. Berikut adalah data mengenai penyebaran kuesioner di Kecamatan 
Kelapa Dua: 
Tabel 4.2 
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 
No  Keterangan Jumlah Persentase 
1 Jumlah kuesioner yang disebar 104 100% 
2 Kuesioner yang kembali 104 100% 
3 Kuesioner yang tidak dapat digunakan 3 2,88% 
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4 Kuesioner yang dapat digunakan 101 97,12% 
Sumber : data diolah 
       Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang disebar 
sebanyak 104 kuesioner. Kuesioner yang kembali berjumlah 104 kuesioner, 
sebanyak 3 kuesioner dinyatakan tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, 
sehingga kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 101 
kuesioner. Kuesioner yang tidak dapat digunakan adalah kuesioner yang tidak 
memenuhi kriteria penelitian, yaitu tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) dan tidak terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Penyebaran kuesioner 
dilakukan dengan cara mendatangi responden yang merupakan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama 
Tigaraksa, khususnya di Kecamatan Kelapa Dua. 
       Berikut tabel yang menunjukkan karakteristik dari responden yang 
mengisi kuesioner penelitian: 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden 
Kriteria Jumlah Persentase 
Jumlah kuesioner yang 
digunakan: 101 100% 
Jenis Kelamin: 
Laki-laki 71 70,30% 
Perempuan 30 29,70% 
Total 101 100% 
Usia: 
22–30 tahun 49 48,51% 
31–46 tahun 30 29,70% 
47-64 tahun 19 18,81% 
>65 tahun 3 2,97% 
Total 101 100% 
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Ber-NPWP: 
Ya 101 100% 
Tidak 0 0% 
Total 101 100% 
Terdaftar di KPP: 
KPP Pratama Tigaraksa 15 100% 
Lainnya 0 0% 
Total 15 100% 
Pendidikan Terakhir: 
SD 0 0% 
SLTP 2 1,98% 
SLTA 9 8,91% 
D1 – D3 18 17,82% 
S1 – S2 72 71,29% 
Total 101 100% 
Bidang Usaha: 
Pedagang 59 58,42% 
Pabrikan 4 3,96% 
Jasa 38 37,62% 
Lain-lain 0 0% 
Total 101 100% 
Pengetahuan Pajak di dapat dari: 
Brevet 24 23,76% 
Penyuluhan Pajak 60 59,41% 
Tidak Ada 13 12,87% 
Lain-lain 4 3,96% 
Total 101 100% 
 Sumber : data diolah 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat karakteristik dari responden dalam 
penelitian ini dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu jenis kelamin, usia, ber-
NPWP, terdaftar di KPP, pendidikan terakhir, bidang usaha, dan pengetahuan 
pajak. Sebagian besar responden yang mengisi kuesioner penelitian ini 
berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 70,30%, berusia 22-30 
tahun dengan persentase 48,60%, memiliki NPWP dan terdaftar di KPP 
Pratama Tigaraksa dengan persentase 100%, dengan pendidikan terakhir S1-
S2 dengan persentase sebesar 71,29%, memiliki kegiatan usaha di bidang 
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pedagang dengan persentase sebesar 58,42%, serta sebagian besar 
mendapatkan pengetahuan pajak yang berasal dari penyuluhan pajak dengan 
persentase sebesar 59,41%. 
4.2  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk 
memudahkan dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap 
variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan fiskus, 
pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. 
Hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel - variabel dapat dilihat 




 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
TOTALX1 101 12 30 23,38 2,887 
TOTALX2 101 14 25 21,66 2,491 
TOTALX3 101 13 25 19,71 2,389 




    
Sumber: data diolah 
Keterangan: 
TOTALX1 : Pelayanan Fiskus 
TOTALX2 : Pengetahuan Perpajakan 
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TOTALX3 : Sosialisasi Perpajakan 
TOTALY  : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
       Tabel 4.4 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang 
diteliti, dengan jumlah responden (N) sebanyak 101. Variabel pelayanan 
fiskus memiliki nilai maksimum sebesar 30, hal ini berarti bahwa responden 
menjawab sangat setuju untuk setiap pernyataan yang diajukan berkaitan 
dengan pelayanan fiskus. Nilai minimum variabel pelayanan fiskus adalah 
12, hal ini berarti bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju 
untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pelayanan fiskus. Dan 
variabel pelayanan fiskus memiliki rata-rata (mean) sebesar 23,38, hal ini 
berarti bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju berkaitan 
dengan pelayanan fiskus. 
       Dari variabel-variabel yang diteliti dengan jumlah responden (N) 
sebanyak 101, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai maksimum 
sebesar 25, hal ini berarti bahwa responden menjawab setuju untuk setiap 
pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Nilai 
minimum variabel pengetahuan perpajakan adalah 14, hal ini berarti bahwa 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang 
diajukan berkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Dan variabel 
pengetahuan perpajakan memiliki rata-rata (mean) sebesar 21,66, hal ini 
berarti bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju berkaitan 
dengan pengetahuan perpajakan. 
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       Dari variabel-variabel yang diteliti dengan jumlah responden (N) 
sebanyak 101, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai maksimum 
sebesar 25, hal ini berarti bahwa responden menjawab setuju untuk setiap 
pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sosialisasi perpajakan. Nilai 
minimum variabel sosialisasi perpajakan adalah 13, hal ini berarti bahwa 
terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang 
diajukan berkaitan dengan sosialisasi perpajakan. Dan variabel sosialisasi 
perpajakan memiliki rata-rata (mean) sebesar 19,71, hal ini berarti bahwa 
sebagian besar responden rata-rata menjawab kurang setuju dan setuju 
berkaitan dengan sosialisasi perpajakan. 
       Dari variabel-variabel yang diteliti dengan jumlah responden (N) 
sebanyak 101, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai maksimum 
sebesar 25, hal ini berarti bahwa responden menjawab setuju untuk setiap 
pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai 
minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah 12, hal ini berarti bahwa 
terdapat responden yang menjawab kurang setuju untuk pernyataan yang 
diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dan variabel kepatuhan 
wajib pajak memiliki rata-rata (mean) sebesar 21,16, hal ini berarti bahwa 
sebagian besar responden rata-rata menjawab setuju berkaitan dengan 
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4.3   Uji Kualitas Data 
4.3.1  Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dikur oleh 
kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Uji validitas dilakukan dengan 
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom 
(df) = n-2, dengan n adalah jumlah sampel sebesar (n) = 101, sehingga 
besarnya df dapat dihitung 101-2 = 99 dengan df = 99 dan alpha (α) = 
0,05 sehingga di dapat r tabel = 0,165 (dengan uji dua sisi). Uji validitas 
dilakukan pada keempat variabel, yaitu Pelayanan Fiskus (X1), 
Pengetahuan Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Orang Pribadi. Berikut ini adalah hasil 
pengujian 4 (empat) variabel dalam penelitian ini: 
1. Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X1) 








1 0,797 0,000 Valid 
2 0,736 0,000 Valid 
3 0,688 0,000 Valid 
4 0,734 0,000 Valid 
5 0,833 0,000 Valid 
6 0,757 0,000 Valid 
Sumber : data diolah 
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       Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa seluruh 
pertanyaan untuk mengukur variabel pelayanan fiskus (X1) 
dinyatakan valid karena nilai significant (2-tailed) untuk seluruh 
pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas tingkat 
signifikansi maksimum sebesar 0,05. 
 
2. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2) 








1 0,776 0,000 Valid 
2 0,879 0,000 Valid 
3 0,775 0,000 Valid 
4 0,839 0,000 Valid 
5 0,806 0,000 Valid 
Sumber : data diolah 
       Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa seluruh 
pertanyaan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan (X2) 
dinyatakan valid karena nilai significant (2-tailed) untuk seluruh 
pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas tingkat 
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3. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X3) 








1 0,738 0,000 Valid 
2 0,737 0,000 Valid 
3 0,682 0,000 Valid 
4 0,714 0,000 Valid 
5 0,786 0,000 Valid 
Sumber : data diolah 
       Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh 
pertanyaan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan (X3) 
dinyatakan valid karena nilai significant (2-tailed) untuk seluruh 
pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas tingkat 
signifikansi maksimum sebesar 0,05. 
 
4. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 








1 0,846 0,000 Valid 
2 0,913 0,000 Valid 
3 0,894 0,000 Valid 
4 0,903 0,000 Valid 
5 0,790 0,000 Valid 
Sumber : data diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh 
pertanyaan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 
dinyatakan valid karena nilai significant (2-tailed) untuk seluruh 
pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas tingkat 
signifikansi maksimum sebesar 0,05. 
 
4.3.2  Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu 
konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas dilakukan pada 
keempat variabel, yaitu Pelayanan Fiskus (X1), Pengetahuan Perpajakan 
(X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Orang Pribadi. Berikut hasil uji reliabilitas dari masing-masing 
variabel:  
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas X1, X2, X3, Y 





 Sumber : data diolah 
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       Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9 dapat dinyatakan bahwa 
kuesioner penelitian telah reliable, karena variabel Pelayanan Fiskus 
(X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70. 
 
4.3.3  Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada 
penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas 
residual adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S) (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan uji 
statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah sebagai 
berikut: 
1. Jika nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05 
maka data terdistribusi secara normal.  
2. Jika nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 
maka data tidak terdistribusi secara normal. 
       Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji 
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Tabel 4.10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 












Kolmogorov-Smirnov Z 1,102 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,176 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
       Berdasarkan tabel 4.10 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 
sebesar 1,102 dan signifikan pada 0,176 dimana nilainya jauh diatas 
α=0,05, hal ini berarti hipotesis nol (H0) diterima yang berarti data 
residual terdistribusi normal.  
 
4.4   Uji Asumsi Klasik 
4.4.1   Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). 
Multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 
factor (VIF), dimana nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10. Apabila 
nilai tolerance ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ dari 10, dapat dinyatakan bahwa 
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telah terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2011). Berikut ini merupakan 
hasil dari uji multikolonieritas: 









Sumber : data diolah 
 
       Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai tolerance di atas 
0,10 dan nilai VIF di bawah 10 untuk seluruh variabel indpenden. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel-variabel 
independen, yaitu pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan 
sosialisasi perpajakan tidak terjadi atau tidak terjadi multikolonieritas 
pada penelitian ini.  
 
4.4.2   Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat Grafik Plot 
antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 




1 (Constant)   
X1 ,783 1,277 
X2 ,879 1,138 
X3 ,761 1,315 
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scatterplot dengan melihat titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila tidak 
ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas: 
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas 
  
 Sumber : data diolah 
       Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang 
jelas pada grafik scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. 
 
4.5  Uji Hipotesis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis 
ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pelayanan fiskus (X1), 
pengetahuan perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3) terhadap wajib 
pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Tigaraksa. Sebagai dasar 




4.5.1 Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol hingga satu. Nilai uji koefisien 
determinasi (adjusted R2) yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,679a ,461 ,444 2,022 
a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1 
b. Dependent Variable: TOTALY 
  Sumber : data diolah 
Y = α0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
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       Berdasarkan tabel 4.12 besarnya nilai adjusted R2 adalah 0,444. 
Hasil ini mengindikasikan bahwa 44,40% secara statistik variabel 
dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dapat dijelaskan oleh 
variasi dari ketiga variabel independen (pelayanan fiskus, 
pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan) dan sisanya 
sebesar 55,60% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 
4.5.2   Uji Statistik F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 
independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F memiliki 
nilai signifikansi α = 5% (Ghozali 2011). Berikut adalah hasil uji 
statistik F dalam penelitian: 
Tabel 4.13 Uji Statistik F 
ANOVAa 






Regression 338,856 3 112,952 27,625 ,000b 
Residual 396,610 97 4,089   
Total 735,465 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 
b. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1 
Sumber : data diolah 
       Berdasarkan hasil olah data spss 20.0 for windows, dapat dilihat 
dari tabel 4.13 diperoleh nilai Fhitung untuk uji hipotesis dari ketiga 
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variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 27,625 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih 
kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha4 
diterima ditolak atau dapat dibuktikan bahwa model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
atau dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan 
perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Tigaraksa. Hal ini berarti bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan 
perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan secara 
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.5.3   Uji Statistik t 
       Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali 2011). Uji t memiliki nilai signifikansi α = 
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B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6,273 2,272  2,761 ,007 
TOTALX1 -,175 ,079 -,187 -2,217 ,029 
TOTALX2 ,711 ,087 ,653 8,215 ,000 
TOTALX3 ,181 ,097 ,160 1,869 ,065 
a. Dependent Variable: TOTALY 
 
       Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji t menunjukkan pengujian secara 
parsial, variabel pelayanan fiskus memiliki koefisien regresi -0,175 
yang berarti bahwa setiap kenaikan pelayanan fiskus 1 satuan akan 
menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,175 atau 
sebesar 17,5%. Probabilitias signifikansi untuk  pelayanan fiskus 
sebesar 0,029 jauh lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha1 
diterima yang berarti variabel sosialisasi perpajakan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama 
Tigaraksa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Siregar dkk (2012) yang menyatakan bahwa 60% 
responden menilai bahwa pelayanan fiskus yang diberikan petugas 
pajak KPP Semarang Tengah adalah baik, sehingga menimbulkan 
pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan 
pelayanan fiskus. Perbedaan hasil dalam penelitian ini adalah 
pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini 
dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus sudah cukup 
baik. Hal tersebut dapat disimpulkan dari jawaban responden terkait 
pertanyaan untuk variabel pelayanan fiskus, dengan rata-rata 
responden menjawab setuju. Tetapi hasil output koefisien regresi  
menghasilkan nilai negatif, yaitu -0,175. Hal ini berarti bahwa 
terdapat berbagai faktor yang dapat menjadikan wajib pajak merasa 
pelayanan yang diberikan fiskus belum cukup sehingga dapat 
menurunkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktornya adalah, 
pelayanan yang diberikan oleh fiskus tidak tepat sasaran sesuai 
dengan kebutuhan dan permasalahan perpajakan yang dimiliki oleh 
masing-masing wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan hasil output 
dalam pengolahan data untuk variabel pelayanan fiskus memiliki hasil 
negatif untuk koefisien regresi nya. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan fiskus yang tidak tepat sasaran ini dapat 
menurunkan kepatuhan wajib pajak. 
       Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji t menunjukkan pengujian secara 
parsial, variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi 
0,711 yang berarti bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan 1 
satuan akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 
0,711 atau sebesar 71,1%. Probabilitias signifikansi untuk sosialisasi 
perpajakan sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak 
dan Ha2 diterima yang berarti variabel pengetahuan perpajakan secara 
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parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama 
Tigaraksa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar 
dkk (2012) yang menyatakan bahwa 99% responden menilai bahwa 
pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden Semarang Tengah 
sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif dan signifikan 
antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
       Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji t menunjukkan pengujian secara 
parsial, variabel sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi 
0,181 yang berarti bahwa setiap kenaikan sosialisasi perpajakan 1 
satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,181 atau 
sebesar 18,1%. Probabilitias signifikansi untuk sosialisasi perpajakan 
sebesar 0,065 jauh di atas 0,05 maka H0 diterima dan Ha3 ditolak yang 
berarti variabel sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan 
(2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki 
pengaruh disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat 
di kota manado dan bitung terhadap pentingnya pajak untuk 
kelancaran pembangunan di masing-masing kota, yang selanjutnya 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian 
ini dinyatakan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan yang diberikan 
	   72	  
oleh Ditjen Pajak maupun fiskus sudah cukup baik. Hal tersebut dapat 
disimpulkan dari jawaban responden terkait pertanyaan untuk variabel 
sosialisasi perpajakan, dengan rata-rata responden menjawab kurang 
setuju dan setuju. Tetapi hasil output signifikan menghasilkan nilai 
diatas 0,05 yaitu 0,065. Hal ini berarti bahwa sosialisasi tentang 
penyuluhan perpajakan yang diberikan oleh Ditjen Pajak maupun KPP 
tidak tepat sasaran terhadap wajib pajak. Tidak tepat sasaran yang 
dimaksud adalah penyuluhan pajak tidak diberikan langsung terhadap 
wajib pajak yang bersangkutan, melainkan kepada keluarga, kerabat, 
atau pihak yang berkaitan dengan wajib pajak. Sehingga wajib pajak 
tidak menerima informasi perpajakan secara langsung. Hal ini 
mengakibatkan hasil dalam pengolahan data menghasilkan nilai 
signifikan diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan sosiallisasi 
perpajakan yang tidak tepat sasaran dapat membuat wajib pajak 
kurang mengetahui tentang segala hak dan kewajiban perpajakannya 
yang selanjutnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
       Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan 




Y = 6,273 – 0,175 X1 + 0,711 X2 + 0,181 X3 
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       Dari persamaan regresi dapat dinyatakan bahwa konstanta sebesar 
6,273 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, 
maka rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 6,273. Dan dari 
persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan 
perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pelayanan fiskus 
memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
dapat dilihat dari korelasi regresi linear setiap variabel, yaitu X1 = (-
0,175), X2 = 0,711, dan X3 = 0,181.  
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1    Simpulan 
Berdasarkan uraian hasil dari penelitian mengenai pengaruh pelayanan 
fiskus, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: 
1. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, 
hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang dilakukan 
memperoleh koefisien regresi sebesar -0,175 untuk variabel pelayanan 
fiskus. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar -2,217 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,029 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Ha1 diterima atau Ho ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Siregar dkk (2012) yang menyatakan 60% responden 
menilai bahwa pelayanan fiskus yang diberikan petugas pajak KPP 
Semarang Tengah adalah baik, sehingga menimbulkan pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan pelayanan 
fiskus. Semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan, maka semakin 
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tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, 
hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang dilakukan 
memperoleh koefisien regresi sebesar 0,711 untuk variabel pengetahuan 
perpajakan. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 8,215 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Ha2 diterima atau Ho ditolak, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Siregar dkk (2012) yang menyatakan bahwa 99% responden 
menilai bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden 
Semarang Tengah sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif 
dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak, maka semakin tinggi 
pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
3. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, 
hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang dilakukan 
memperoleh koefisien regresi sebesar 0,181 untuk variabel sosialisasi 
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perpajakan. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 1,869 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,065 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Ha3 ditolak atau Ho diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi 
perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat 
di kota manado dan bitung terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran 
pembangunan di masing-masing kota, yang selanjutnya mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan adanya 
upaya dari KPP Pratama Tigaraksa untuk meningkatkan pentingnya 
pajak bagi pembangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
4. Pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai F 
sebesar 27,625 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa Ha4 diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan 
sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 
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5.2    Keterbatasan 
Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Nilai Adjusted R2  dari hasil olah data hanya sebesar 44,40% dijelaskan 
oleh variabel independen dalam penelitian ini dan sebesar 55,60% 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, dan 
sanksi pajak. Dalam penelitian ini hanya meneliti tiga variabel, yaitu 
pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, 
sehingga hal ini menyebabkan hasil penelitian ini kurang mewakili 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
2. Penelitian hanya dilakukan di wilayah KPP Pratama Tigaraksa, dengan 
wajib pajak yang diambil untuk dijadikan sampel hanya dari wajib 
pajak yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama 
Tigaraksa terutama Kecamatan Kelapa Dua, sehingga dianggap kurang 
mewakili wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
secara keseluruhan yang berada di 17 kecamatan lainnya. 
3. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam 
penelitian ini seharusnya menggunakan teknik pengukuran skala likert 
dengan pola dan skor netral (N) = 3, namun dalam kuesioner penelitian 
ini menggunakan skor  kurang setuju (KS) = 3. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan maka 
terdapat beberapa : 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat menambahkan 
variabel independen lainnya seperti sanksi perpajakan dan kesadaran 
wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan karena nilai adjusted R2 masih 
dapat ditingkatkan dengan menambah variabel lainnya diluar dari 
penelitian ini yang dianggap mewakili faktor yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Penelitian selanjutnya dapat diperluas untuk seluruh kecamatan yang 
termasuk dalam cakupan wilayah KPP Pratama Tigaraksa sehingga 
hasil penelitian bisa lebih digeneralisasi. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti 
selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak dengan menambahkan 
variabel-variabel independen terkait yang tidak digunakan dalam 
penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan 
persepsi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien 
determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan 
penambahan variabel-variabel independen lainnya. 
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Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak 
Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
 
Dengan hormat,  
       Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya 
lakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi/Strata Satu (S1) di tingkat akhir 
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, maka saya 
melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan 
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, 
dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner berikut dengan 
sebenar-benarnya. Jawaban Bapak/Ibu semata-mata untuk kepentingan penelitian dan 
dijamin kerahasiaannya serta tidak akan berpengaruh kepada pajak yang Bapak/Ibu 
bayarkan.  
Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
    Hormat saya           Dosen Pembimbing 
 
 







Jenis Kelamin : (   ) Pria   (   ) Wanita 
Usia : (   ) 22-30 Tahun  (   ) 47-64Tahun 
  (   ) 31-46 Tahun  (   ) 65 Tahun ke atas  
Ber-NPWP : (   ) Ya   (   ) Tidak 
Terdaftar di KPP : (   ) KPP Pratama Tigaraksa (   ) Lainnya 
Pendidikan Terakhir : (   ) SD         (   ) D1-D3  
  (   ) SMP   (   ) S1-S2 
  (   ) SMA/SMK 
Bidang Usaha :  (   ) Pedagang  (   ) Lain-lain………. 
  (   ) Jasa 
Pengetahuan Pajak :  (   ) Brevet   (   ) Tidak ada 
Didapat dari  (   ) Penyuluhan pajak (   ) Lain-lain………. 
 
 
Petunjuk Pengisian : 
Bacalah dengan teliti sebelum memberi jawaban. Berilah tanda (√) pada jawaban 
yang dapat mewakili tanggapan anda. Jawablah dengan benar dan jawaban anda 
dijamin kerahasiaannya. 
 
Keterangan dalam pengisian kuesioner: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS  : Kurang Setuju 
TS   : Tidak Setuju 







 Pelayanan Fiskus (X1) 
No. PERNYATAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS STS 
1 
Pelayanan yang diberikan fiskus cepat dan tepat sesuai yang 
dibutuhkan wajib pajak tanpa ada kesalahan. 
     
2 
Fiskus memberikan pelayanan perpajakan dengan penuh tanggung 
jawab dan membantu wajib pajak apabila terjadi suatu masalah. 
     
3 
Fiskus mengetahui dan memahami kebutuhan pelayanan wajib 
pajak. 
     
4 
Fiskus melakukan pelayanan dengan ramah, sopan dan dapat 
dipercaya. 
     
5 Fiskus memahami dan perhatian dengan kesulitan wajib pajak.      
6 Sarana dan prasarana yang diberikan fiskus sangat baik.      
Sumber: Winerungan (2013) 
 
 
 Pengetahuan Perpajakan (X2) 
No. PERNYATAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS STS 
1 
Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. 
     
2 
Saya mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban 
setiap warga negara. 
     
3 Saya akan terkena sanksi bila saya tidak membayar pajak.      
4 
Pajak yang saya bayar sesusai dengan peraturan pajak yang 
berlaku. 
     
5 
Saya mengetahui bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. 
     









 Sosialisasi Perpajakan (X3) 
No. PERNYATAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS STS 
1 
Pemberian sosialisasi tentang pajak melalui media massa dan 
elektronik menyadarkan saya tentang pentingya kepatuhan wajib 
pajak. 
     
2 
Dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan 
perpajakan kepada masyarakat membuat masyarakat semakin 
memahami dan patuh terhadap pajak. 
     
3 
Informasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak kepada 
wajib pajak mudah dipahami. 
     
4 
Pesan yang diberikan melalui pemasangan billboard menarik dan 
mudah dimengerti tujuannya. 
     
5 
Informasi yang diberikan dalam web site Ditjen Pajak, jelas 
lengkap, akurat dan terjamin kebenarannya serta up to date. 
     
Sumber: Winerungan (2013) 
 
 
 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
No. PERNYATAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS STS 
1 Saya selalu mengisi dengan benar, lengkap dan jelas.      
2 
Saya selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar dan apa 
adanya. 
     
3 Saya selalu melakukan pembayaran tepat waktu.      
4 
Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah 
diisi dengan benar dan tepat waktu. 
     
5 Tidak pernah menerima surat teguran atau pun sanksi pajak.      
Sumber: Winerungan (2013) 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
TOTALX1 101 12 30 23,38 2,887 
TOTALX2 101 14 25 21,66 2,491 
TOTALX3 101 13 25 19,71 2,389 



















Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X1) 
 
Correlations 
 X1A X1B X1C X1D X1E X1F TOTALX1 
X1A 
Pearson Correlation 1 ,674** ,564** ,404** ,543** ,476** ,797** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X1B 
Pearson Correlation ,674** 1 ,710** ,363** ,458** ,329** ,736** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X1C 
Pearson Correlation ,564** ,710** 1 ,325** ,473** ,274** ,688** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,001 ,000 ,006 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X1D 
Pearson Correlation ,404** ,363** ,325** 1 ,598** ,533** ,734** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X1E 
Pearson Correlation ,543** ,458** ,473** ,598** 1 ,666** ,833** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X1F 
Pearson Correlation ,476** ,329** ,274** ,533** ,666** 1 ,757** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,006 ,000 ,000  ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
TOTALX1 
Pearson Correlation ,797** ,736** ,688** ,734** ,833** ,757** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 101 









Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2) 
 
Correlations 
 X2A X2B X2C X2D X2E TOTALX
2 
X2A 
Pearson Correlation 1 ,623** ,429** ,482** ,601** ,776** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X2B 
Pearson Correlation ,623** 1 ,693** ,666** ,641** ,879** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X2C 
Pearson Correlation ,429** ,693** 1 ,660** ,382** ,775** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X2D 
Pearson Correlation ,482** ,666** ,660** 1 ,630** ,839** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X2E 
Pearson Correlation ,601** ,641** ,382** ,630** 1 ,806** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
TOTALX
2 
Pearson Correlation ,776** ,879** ,775** ,839** ,806** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 









Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X3) 
 
Correlations 
 X3A X3B X3C X3D X3E TOTALX
3 
X3A 
Pearson Correlation 1 ,530** ,260** ,545** ,424** ,738** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X3B 
Pearson Correlation ,530** 1 ,578** ,196* ,455** ,737** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,049 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X3C 
Pearson Correlation ,260** ,578** 1 ,220* ,395** ,682** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000  ,027 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X3D 
Pearson Correlation ,545** ,196* ,220* 1 ,594** ,714** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,049 ,027  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
X3E 
Pearson Correlation ,424** ,455** ,395** ,594** 1 ,786** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 101 101 101 101 101 101 
TOTALX
3 
Pearson Correlation ,738** ,737** ,682** ,714** ,786** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak  (Y) 
 
Correlations 





1 ,786** ,659** ,746** ,516** ,851** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 




,786** 1 ,786** ,777** ,631** ,914** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 




,659** ,786** 1 ,800** ,633** ,893** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 




,746** ,777** ,800** 1 ,622** ,907** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 




,516** ,631** ,633** ,622** 1 ,783** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,851** ,914** ,893** ,907** ,783** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 






Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 101 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all 

















 Mean Std. 
Deviation 
N 
X1A 3,75 ,684 101 
X1B 4,02 ,510 101 
X1C 3,97 ,499 101 
X1D 3,87 ,716 101 
X1E 4,03 ,640 101 
X1F 3,73 ,747 101 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X1A X1B X1C X1D X1E X1F 
X1A 1,000 ,674 ,564 ,404 ,543 ,476 
X1B ,674 1,000 ,710 ,363 ,458 ,329 
X1C ,564 ,710 1,000 ,325 ,473 ,274 
X1D ,404 ,363 ,325 1,000 ,598 ,533 
X1E ,543 ,458 ,473 ,598 1,000 ,666 





















X1A 19,62 5,657 ,680 ,548 ,811 
X1B 19,36 6,432 ,637 ,617 ,823 
X1C 19,41 6,604 ,579 ,543 ,832 
X1D 19,50 5,812 ,582 ,399 ,832 
X1E 19,35 5,669 ,742 ,595 ,798 




















Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 101 100,0 
Exclude
da 0 ,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all 

















 Mean Std. 
Deviation 
N 
X2A 4,38 ,646 101 
X2B 4,33 ,512 101 
X2C 4,23 ,662 101 
X2D 4,35 ,573 101 
X2E 4,39 ,678 101 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X2A X2B X2C X2D X2E 
X2A 1,000 ,623 ,429 ,482 ,601 
X2B ,623 1,000 ,693 ,666 ,641 
X2C ,429 ,693 1,000 ,660 ,382 
X2D ,482 ,666 ,660 1,000 ,630 

















Alpha if Item 
Deleted 
X2A 17,29 4,127 ,633 ,458 ,853 
X2B 17,34 4,226 ,816 ,680 ,815 
X2C 17,44 4,088 ,628 ,587 ,855 
X2D 17,32 4,139 ,745 ,608 ,826 





















Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X3) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 101 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all 

















 Mean Std. 
Deviation 
N 
X3A 4,01 ,592 101 
X3B 4,17 ,601 101 
X3C 4,01 ,714 101 
X3D 3,55 ,728 101 
X3E 3,97 ,640 101 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X3A X3B X3C X3D X3E 
X3A 1,000 ,530 ,260 ,545 ,424 
X3B ,530 1,000 ,578 ,196 ,455 
X3C ,260 ,578 1,000 ,220 ,395 
X3D ,545 ,196 ,220 1,000 ,594 

















Alpha if Item 
Deleted 
X3A 15,70 3,971 ,588 ,499 ,726 
X3B 15,54 3,950 ,584 ,558 ,726 
X3C 15,70 3,891 ,464 ,372 ,768 
X3D 16,16 3,755 ,504 ,521 ,754 





















Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 101 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all 

















 Mean Std. 
Deviation 
N 
YA 4,32 ,615 101 
YB 4,23 ,615 101 
YC 4,22 ,642 101 
YD 4,24 ,619 101 
YE 4,16 ,628 101 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 YA YB YC YD YE 
YA 1,000 ,786 ,659 ,746 ,516 
YB ,786 1,000 ,786 ,777 ,631 
YC ,659 ,786 1,000 ,800 ,633 
YD ,746 ,777 ,800 1,000 ,622 


















Alpha if Item 
Deleted 
YA 16,84 4,895 ,764 ,666 ,906 
YB 16,93 4,685 ,862 ,761 ,887 
YC 16,94 4,656 ,825 ,719 ,894 
YD 16,92 4,694 ,850 ,739 ,889 




































a. Dependent Variable: TOTALY 






R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,679a ,461 ,444 2,022 
a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, 
TOTALX1 










Regression 338,856 3 112,952 27,625 ,000b 
Residual 396,610 97 4,089   
Total 735,465 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 

























-,175 ,079 -,187 -2,217 ,029 
TOTALX
2 
,711 ,087 ,653 8,215 ,000 
TOTALX
3 
,181 ,097 ,160 1,869 ,065 











Predicted Value 15,63 24,56 21,16 1,841 101 
Residual -5,582 4,731 ,000 1,992 101 
Std. Predicted 
Value 
-3,003 1,846 ,000 1,000 101 
Std. Residual -2,760 2,340 ,000 ,985 101 
a. Dependent Variable: TOTALY 
 
 












Kolmogorov-Smirnov Z 1,102 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,176 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 















a. Dependent Variable: TOTALY 






R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,679a ,461 ,444 2,022 











Regression 338,856 3 112,952 27,625 ,000b 
Residual 396,610 97 4,089   
Total 735,465 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 








t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 6,273 2,272  2,761 ,007   
TOTALX1 -,175 ,079 -,187 -2,217 ,029 ,783 1,277 
TOTALX2 ,711 ,087 ,653 8,215 ,000 ,879 1,138 
TOTALX3 ,181 ,097 ,160 1,869 ,065 ,761 1,315 














1,000 -,227 -,393 
TOTAL
X2 
-,227 1,000 -,153 
TOTAL
X1 




,009 -,002 -,003 
TOTAL
X2 
-,002 ,007 -,001 
TOTAL
X1 
-,003 -,001 ,006 


















1 3,976 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,011 19,386 ,02 ,37 ,57 ,11 
3 ,008 22,258 ,00 ,52 ,02 ,84 
4 ,006 26,281 ,97 ,10 ,42 ,05 

















Predicted Value 15,63 24,56 21,16 1,841 101 
Std. Predicted Value -3,003 1,846 ,000 1,000 101 
Standard Error of 
Predicted Value 
,229 ,935 ,384 ,122 101 
Adjusted Predicted 
Value 
15,71 24,52 21,16 1,819 101 
Residual -5,582 4,731 ,000 1,992 101 
Std. Residual -2,760 2,340 ,000 ,985 101 
Stud. Residual -2,793 2,361 -,001 1,008 101 
Deleted Residual -5,714 4,818 -,005 2,087 101 
Stud. Deleted Residual -2,897 2,419 -,004 1,023 101 
Mahal. Distance ,292 20,406 2,970 3,044 101 
Cook's Distance ,000 ,426 ,012 ,044 101 
Centered Leverage 
Value 
,003 ,204 ,030 ,030 101 


































a. Dependent Variable: TOTALY 






R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,679a ,461 ,444 2,022 
a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, 
TOTALX1 










Regression 338,856 3 112,952 27,625 ,000b 
Residual 396,610 97 4,089   
Total 735,465 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 

























-,175 ,079 -,187 -2,217 ,029 
TOTALX
2 
,711 ,087 ,653 8,215 ,000 
TOTALX
3 
,181 ,097 ,160 1,869 ,065 














Hasil Uji Statistik F 
 
ANOVAa 






Regression 338,856 3 112,952 27,625 ,000b 
Residual 396,610 97 4,089   
Total 735,465 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 
































-,175 ,079 -,187 -2,217 ,029 
TOTALX
2 
,711 ,087 ,653 8,215 ,000 
TOTALX
3 
,181 ,097 ,160 1,869 ,065 
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